BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Manusia disamping makhluk hidup juga sebagai makhluk sosial yang tidak
dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia memerlukan norma
atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-
hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma yang
berlaku dimasyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk
ditaati dan dipatuhi, karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan

dikenakan sanksi bagi siapa saja melanggarnya.*

Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari waktu
ke waktu.Hal tersebut dengan keadaan ekonomi bangsa ini yang membuat masyarakat
kita jauh dari kata sejahtera.Banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih berada
di bawah garis kemiskinan. Kondisi yang demikian membuat mereka mau melakukan
berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali dengan
melakukan tindak kejahatan, tentunya semua pelaku tindak kejahatan akan di pidana

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapapun.

Dalam hukum pidana yang dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan,

penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku

! Barda Nawawi. 1986. Penetapan Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka
Usaha Penanggulangan Kejahatan. Bandung : Gramedia. hal. 35.
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tindak pidana menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan
menjadi 2 (dua), yaitu pokok dan pidana tambahan, Pidana pokok terdiri dari pidana
mati, penjara, kurungan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946) dan denda,
sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan

barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara merupakan jalan terkahir (ultimum remedium) dalam sistem
hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada
hak asasi manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus
dilindungi, salah satunya hak untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus

dijunjung tinggi keberadaannya.

Mengenai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana dikenal dengan adanya
teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan, Van Bemmelen seorang ahli

pidana menganut teori gabungan mengatakan :2

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat.Tindakan ini
dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan.Jadi pidana dan tindakan
bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan

bermasyarakat”.

Pada zaman penjajahan Belanda hukuman di Indonesia menggunakan
sistem kepenjaraan, dimana perlakuan atau tindakan pelakuan terhadap narapidana

bertitik tolak pada pemikiran yang rasional yaitu bahwa manusia yang melanggar

’Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanan Indonesia.Jakarta : Pradnya Paramita.
hal 32.
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hukum adalah sebagai manusia yang jahat bahkan ada kaitannya dipandang sebagai
manusia.Hal ini tercermin pada sistem perlakuan yang pelaksanaannya bersifat
menindas dan bentuk bangunan penjara yang pada umumnya memberikan kesan
bahwa pidana yang ditujukan pada narapidana adalah agar mereka patuh dan taat
kepada hukum yang berlaku. Pandangan tersebut memang mempunyai tujuan untuk
memperbaiki narapidana, akan tetapi fokus perlakuannya ditunjukan pada individu.
Narapidana dengan peningkatan penjagaan dalam penjara secara maksimal dengan
isolasi yang Kketat serta peraturan-peraturan yang keras.Hal ini bukan saja
menimbulkan penderitaan fisik saja tetapi juga penderitaan psikis, karena bukan saja
kehilangan kemerdekaannya dalam bergerak tetapi juga mereka kehilangan hak-hak

dasar sebagai manusia (Hak Asasi Manusia).

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan
mendasarkan pada pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sistem pemenjaraan
dirubah dengan sistem pemasyarakat. Untuk mempersiapkan narapidana
mengingatkan kembali kemasyarakat, maka kepada narapidana perlu diberikan
keterampilan kerja sebagai bekal hidupnya.Keterampilan ini ditujukan kepada
narapidana agar menjadi tenaga yang terampil yang menjadi elemen penting dalam
pembangunan nasional, seperti memberikan keterampilan mekanik, menjahit,
pendidikan, dan lain-lain.Dengan pembinaan ini, narapidana diharapkan dapat

bersosialisasi dengan baik ketika terjun kembali ke masyarakat.
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Pada tanggal 27 April 1964 sistem pemasyarakat diresmikan sebagai suatu
sistem pembinaan narapidana menggantikan sistem kepenjaraan. Dalam sistem
pemasyarakatan berpandangan bahwa pemasyarakatan tidak lagi semata-mata sebagai
tujuan dari penjara, melainkan juga merupakan suatu sistem serta cara pembinaan
terhadap narapidana dengan cara pendekatan dan pengembangan potensi yang ada
dalam masyarakat, individu narapidana sehingga nantinya narapidana memiliki

keterampilan.

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan

pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut

.3

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara
pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan
secara terpadu antara Pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan
kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri
dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar

sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas dari sistem pemasyarakat

adalah Pancasila sebagai falsafah negara, sedangkan tujuannya disamping melindungi

®Ibid. hal 33
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keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina narapidana agar setelah selesai

menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa salah satu hak dari narapidana adalah
memperoleh pembebasan bersyarat menurut Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor M.02.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asmiliasi, Pembebasan
Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah Proses pembinaan narapidana di luar
Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22 dan Pasal 29 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji
mengenai Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor M.02.PK.04-10 Tahun 2007.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut :

1. Bagaimana narapidana yang berhak dapat pembebasan bersyarat?

2. Bagaimana upaya hukum yang di lakukan narapidana dalam pemberian
pembebasan bersyarat?

3. Bagaimana peraturan menteri hukum dan HAM dalam pemberian pembebasan

bersyarat bagi narapidana?
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C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui narapidana yang berhak dapat pembebasan bersyarat
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang di lakukan narapidana dalam
pemberian pembebasan bersyarat
3. Untuk mengetahui peraturan menteri hukum dan HAM dalam pemberian
pembebasan bersyarat bagi narapidana
2. Manfaat Penelitian
Dalam penulisan ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh yaitu :
1. Manfaat Praktis
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengembangkan asas-asas dalam bidang
hukum pidana, khususnya yang terkait dengan asas-asas hukuman pidana,
diharapkan menjadi salah satu asas pokok yang mendasari di dalam Pelaksanaan
pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana berdasarkan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04-10
Tahun 2007.
2. Manfaat Praktis
Seyogyanya proposionalitas menjadi asas yang dapat diterapkan dalam praktek,
artinya para penegak hukum memberikan pertimbangan di dalam pelaksanaan
hukuman mati memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat terutama

pandangan akademik demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum
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di dalam masyarakat Indonesia untuk mengetahui pembebasan bersyarat bagi
narapidana.
D. Keaslian Penelitian

Penulisan terhadap judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah asli dan
bukan merupakan plagiat dari hasil tulisan pihak lain. Sebelum dilakukan penulisan
skripsi ini telah dilakukan penelurusan terhadap karya tulis mahasiswa/mahasiswi
lain di Fakultas Universitas Dharmawangsa Medan.

Berdasarkan hasil penelurusan yang tidak menemukan judul dan
permasalahan skripsi yang sama dengan skripsi ini, maka dapat dikatakan judul dan
permasalahan dalam skripsi ini adalah baru pertama kali dilakukan, sesuai dengan
asas-asas keilmuan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, rasional, objektif,
terbuka dan sesuai dengan implikasi etis dari prosedur menemukan kebenaran ilmiah
secara bertanggung jawab, sehingga dengan tidak ditemukannya judul dan
permasalahan yang sama bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan tidak
plagiat dari hasil karya penelitian pihak manapun.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi
dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk identifikasi

terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.*

*Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakka Hukum. Jakarta :
Rajawali Press. Halaman 5.
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Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik
atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada
fakta-fakta yang dapat menunjukkan Kketidak benarannya. Menurut Soerjono
Soekanto, bahwa *“kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada

metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini
menggunakan teori penegakkan hukum dan teori pemidanaan.
1. Teori Hukum Pidana
Menurut P.A.F. Lamintang Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam
hukum pidana.Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya
dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan.Secara yuridis formal, tindak
kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.
Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari
dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-
larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga
Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.”

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan

> P.AF. Lamintang. 1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT. Citra
Adityta Bakti. halaman 7
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dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan
apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:®

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain
kejahatan yang dimuat dalam Buku Il dan Pelanggaran yang dimuat dalam
Buku I11. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran* itu
bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II
dan Buku ke Il melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum
pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil
(formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak
pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362
KUHP vyaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah
pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan

akibat dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

®Ibid. halaman 8.
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¢) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana
sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten).
Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara
lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan
sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat
dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan
matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan
Pasal 360 KUHP.

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif
juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya
diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya
Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana
pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana
murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana
yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya
diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah
tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat
dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur
terlarang tetapi dilakukandengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal
338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri

dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil
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dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja

serta tindak pidana aktif dan pasif.
Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:’

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

d. Unsur melawan hukum yang objektif

e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

2. Teori pemidanaan

Menurut Stochid Kartanegara dan pendapat para-para ahli teori ini sebagai reaksi
dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai
hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari
pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau
siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu
adalah tujuan daripada hukum.
Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan
pemidanaan ini harus di kaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum
pidana.Aliran-aliran tersbut adalah aliran Kklasik, aliran modern (aliran postif),

dan aliran neo-klasik.Perbedaan aliran klasik, modern, dan neo-klasik atas

"Ibid. halaman 9.
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karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada
zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.®
Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis,
terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan
pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau yang layak dari proses pidana
adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua
pandangan tersebut, jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru
dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana pemidanaan
mempunyai beberapa tujuan yang bisa di Klasifikasikan berdasarkan teori-teori
tentang pemidanaan.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian
Penulisan dan data yang penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini adalah :

Metode penelitian hukum normatif.Metode penelitian hukum jenis ini
juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian
perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini
hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis penelitian ini sangat erat
dengan hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data

yang bersifat sekunder pada sekunder perpustakaan.

8 Andi Hamzah. 2010. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.Jakarta : Ghalia
Indonesia. halaman. 25.
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Sumber Data.
Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder.Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai
sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
berupa peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang
digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan
dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang
diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun
website yang terkait dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier
bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan
dan petunjuk terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder.
Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa
Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan yaitu prosedur

yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan

mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap
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ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

d. Analisis Data.
Semua data yang diperoleh, selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara
kualitatif.Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum,
kongkrit dan jelas tentang ketentuan Pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi
narapidana.Kemudian, di deskripsikan dengan maksud untuk memperoleh
gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan

tersebut.

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA





